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BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pencapaian Target AMPL pada dasarnya

dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (stakeholders) Kabupaten Tapin

Pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pencapaian Target AMPL Kabupaten Tapin pada

lembaga pemerintah daerah dilakukan secara internaloleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

terkait, untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program, serta mengukur

dampak kebijakan dan program pencapaian Target AMPL. Kegiatan pemantauan dan evaluasi

program Percepatan Pencapaian Target AMPL Kabupaten Tapin juga menerima masukan hasil

pemantauan dan evaluasi independen oleh lembaga-lembaga non pemerintah seperti LSM,

Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Organisasi Profesi, dan Media Massa. Hasil pemantauan

dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah maupun lembaga non

pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasikan oleh Tim Penyusun RAD AMPL Kabupaten Tapin

Tahun 2015 - 2019 untuk kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program Percepatan Pencapaian Target AMPL Kabupaten

Tapin di tingkat lokal atau komunitas sepenuhnya merupakan prakarsa dan kegiatan

masyarakat sendiri. Untuk itu dapat diberikan pendampingan dan/atau advokasi oleh Tim Pokja

AMPL,fl-im Teknis Kabupaten Tapin maupun oleh LSM yang memiliki kompetensidalam evaluasi

kebijakan dan pelaksanaan pembangunan khususnya yang terkait dengan target AMPL.

6.1. TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasidimaksudkan dalam rangka menjaga kesinambungan Program

dan Kegiatan AMPL hingga tahun 2019 (RAD AMPL 2015-2019) yang diperlukan sebagai pedoman

bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun, maka

disusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 sesuai jadwal dengan agenda

penyelesaian masalah-masalah pembangunan AMPL yang belum seluruhnya tertangani sampai

Bob6-7
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dengan tahun 20L9 dan masalah-masalah pembangunan AMPL yang akan dihadapi hingga tahun

2019. Program dan Kegiatan terkait AMPL yang termuat dalam RKPD tahun 2015 hingga tahun

2019 perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi. Tujuan pemantauan dan evaluasi hasil

pelaksanaan RAD AMPL adalah untuk memberikan informasitentang:

o Tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan RAD-AMPL berdasarkan hasil

pelaksanaan tahun per tahun sampai dengan 2019

o Rekomendasi langkah tindak lanjut pada RKPD tahun berikutnya

o Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan

daerah

Konsistensi antara RAD AMPL dengan RKPD

Kesesuaian antara capaian pembangunan AMPL dengan indikator- indikator kinerja yang

telah ditetapkan

6.2. MEKANISME PEMANTAUAN DAN EVATUASI RAD AMPI

Mekanisme pamantauan dan evaluasi pelaksanakan proBram percepatan pencapaian target RAD

AMPL mengacu pada Permendagri 54/2OtO tentang Evaluasi Hasil RPJMD yang dilakukan

koordinasi pemantauannya oleh Bappeda. Mekanisme ini ditujukan untuk mengetahui apakah

program Percepatan Pencapaian Target RAD AMPL mencapai sasaran yang diharapkan. Penilaian

dapat dilakukan sejak perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga hasilnya. Sekalipun

demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa penilaian terutama menekankan pada aspek

hasil. Oleh karena itu kegiatan penilaian baru dapat dilakukan jika program Percepatan

Pencapaian Target RAD AMPL sudah berjalan dalam kurun waktu satu tahun. Kepala Bappeda

selaku ketua Pokja AMPL bersama anggota Pokja yang terdiri dari unsur SKPD secara khusus akan

melakukan proses pemantauan terhadap program dan kegiatan AMPL sesuai dengan format

pemantauan mengacu pada Permendagri 54|2OLO. Mekanisme pemantauan dan evaluasi

terhadap RAD-AMPL dilaksanakan sebagai berikut :

1. Kepala SKPD kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi program RAD-AMPL yang

menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing

2. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya

ketidaksesuaian/penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan

perbaikan/penyempurnaan.

a
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3. Kepala SKPD melaluiTim Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi

kepada Kepala Bappeda

4. Kepala Bappeda kabupaten melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan

evaluasi yang telah diolah Tim Penyusun RAD AMPL.

5. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya

ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasidan langkah-

langkah penyempurnaan untuk ditindak lanjuti oleh Kepala SKPD.

6. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala

Bappeda

7. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
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BAB VII
PENUTUP

Kebijakan Nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) merupakan upaya untuk

mewujudkan warga negara lndonesia yang berperilaku Hidup Besih dan Sehat (PHBS).

Kabupaten Tapin telah mengakomodasi pembangunan AMPL dalam Dokumen RPJMD 2OL3-2OL7

dan secara rinci program pembangunan AMPL tersebut diuraikan secara lengkap melalui

Rencana Aksi Daerah (RAD)AMPL. Dokumen RAD AMPL Kabupaten Tapin memuat pentingnya

AMPL bagi masyarakat di Kabupaten Tapin dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan air

minum dan !ingkungan sehat dan bersih.

Kondisi umum AMPL di Kabupaten Tapin saat ini belum maksimal karena masih banyak

masyarakat yang memperoleh akses layanan air minum dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

(PHBS) belum membudaya ditengah masyarakat. Harapan ke depan pembangunan AMPL di

Kabupaten Tapin dapat terwujud sehingga visi Kabupaten Tapin untuk mewujudkan masyarakat

yang maju, mandiri dan bermartabat dapat tercapai dalam kurun waktu lima taun yang akan

datang.

Rencana Aksi Daerah (RAD) AMPL Kabupaten Tapin 2015-2OL9, bertujuan untuk menyusun

Perencanaan Pembangunan AMPL yang Komprehensif, melaksanakan pembangunan AMPL

dilaksanakan secara terpadu dan sinergis, Menyediakan SDM Pembangunan AMPL yang

Profesional dalam jumlah yang cukup, Menyediakan air baku di Kabupaten Tapin yang memenuhi

syarat serta membudayanya PHBS di masyarakat Kabupaten Tapin.

A. porLenupt
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Untuk mencapaa tujuan tersebut, maka Kabupaten Tapin telah menetapkan program strategis

pembangunan AMPL Kabupaten Tapin sebagi berikut :

r Menyusun Master Plan Air Minum Kabupaten Tapin

o Program Peningkatan Dan Pengendalian Pencemaran Air

o Program Perlindungan Dan KonservasiSumber Daya Alam

o Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Air Bersih

o PromosiKesehatanDanPemberdayaanMasyarakat

o Program Pengembangan Lingkungan Sehat

o Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

o Program Penyehatan Lingkungan Pemukinan

o Penyusunan Master Plan Persampahan

o PengembanganKinerjaPengelolaanPersampahan

o Penyusunan Master Plan Drainase

o Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong

o ProBramStandarisasiPelayananAMPL

Program-program strategis tersebut akan diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan strategis pada

SKPD yang terkait dengan pembangunan AMPL di Kabupaten Tapin mulai tahun 2015 hingga

tahun 2019.

Berkaitan dengan Program dan Kegiatan AMPL untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah

pelakanaan sebagai berikut:

o SKPD serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan

program-program dalam Rencana Pembangunan AMPL (RAD AMPL) Tahun 2O15-2OL9

secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab.

o SKPD berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,

strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan AMPL sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)yang nantinya akan menjadi pedoman

dalam menyusun Rencana Kerja (RenjalSKPD.

A^. porLnlupt
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SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan AMPL dengan

Renstra SKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan AMPL (RAD

AMPLI Tahun 2O!5-2Ot9, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang

berkewajiban untuk melakukan asisten, verifikasi, pemantauan dan evaluasi terhadap

Pelakanaan Rencana Pembangunan AMPL (RAD AMPL) Tahun 2OL5-2OL9 ke dalam

Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD.

Dalam rangka sinkronisasi program-program yang telah ditetapkan dalam RAD AMPL

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban melakukan koordinasi dan

konsolidasi agar terjadi keselarasan dan kesinambungan dalam pelaksanaan program

sesuai dengan target-target pencapainya yang telah ditetapkan.

RAD AMPL Kabupaten Tapin Tahun 2Ot5-20L9 dapat diubah apabila terjadi perubahan

mendesak yang menyebabkan RAD AMPL tidak sesuai lagi dengan kondisi dan

perkembangan yang terjadi dalam tataran lokal, nasional dan global.

Ditetapkan di Rantau

Pada tanggal

t (ff euex.r^P.Nfrj,

H.M. ARIFIN ARPAN
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